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Reformulasi Sistem Perencanaan Negara
Berbasis GBHN pada Abad ke­21





























Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dengan Model Garis­Garis Besar

Haluan Negara













Penguatan Metode yang Tepat untuk
Mengintegrasikan Substansi Haluan Negara

(Pengembangan Haluan Negara yang Integratif dan Terukur)

















Garis Kebijakan Nasional;
GBHN dan Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah













Revitalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Garis­Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Nasional





















Garis Kebijakan Pembangunan Nasional:
Integrasi Kebijakan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

























Garis Kebijakan Politik Nasional dan
Revitalisasi Penguatan MPR

















Kompatibilitas Sistem Pemerintahan dengan
Model Perencanaan Haluan Negara





















GBHN: Nama atau Materi Muatan













Reformulasi GBHN dan Kaitannya dengan
Sistem Pemerintahan Indonesia





















Urgensi GBHN dalam Konstitusi

















Merumuskan Tempat bagi Garis­Garis Besar Haluan
Negara dalam Sebuah Sistem Pemerintahan Presidensial





























Haluan Negara Pasca Amandemen Undang­Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945













Alasan Historis Menghadirkan GBHN dalam Amandemen
Terbatas UUD NRI Tahun 1945

















Urgensi Haluan Negara dalam Konstitusi
Negara Republik Indonesia

















Reformulasi GBHN dan Konsep Sociocracy





























Kewenangan MPR Mengatur Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Model GBHN













GBHN Generasi Baru
Sistem Pembangunan Ekonomi Nasional Berbasis Konstitusi

























Reformulasi Garis­Garis Besar Haluan Negara dalam
Perspektif Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

















Reformulasi Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional:
Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Visi Indonesia













Garis­Garis Besar Haluan Negara sebagai Acuan Sinkronisasi
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

















Romantisme atau Tuntutan: Membaca Intensitas GBHN sebagai

Haluan Pembangunan Nasional Masa Depan

















Memulihkan Kewenangan MPR Akibat Kebiri RPJPN





























Peranan GBHN dalam Penguatan Arah Kebijakan
Pembangunan Negara­Bangsa dalam Sistem Presidensial





















Penguatan Haluan Negara sebagai Arah Pembangunan
Nasional Indonesia Dilihat dari Teori Sistem Hukum





















Konsepsi Haluan Negara dalam Sistem Pemerintahan Presidensil

























Mengembalikan GBHN dalam Sistem Presidensial Indonesia

























Melihat GBHN dalam Persiapan Indonesia Menuju Tahun 2045













Reformulasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
terhadap Penetapan Garis Besar Haluan Negara

























Kebijakan Politik Hukum Berwawasan GESI
dalam Haluan Negara

















Penerapan Directive Principles of State Policies (DPSP)
sebagai Redesain Kebijakan Haluan Negara





















Restorasi Kedaulatan Rakyat terhadap Garis Besar Haluan
Negara dalam Sistem Presidensial





















Ekonomi Berbasis Konstitusi dan Perlunya
Haluan Pembangunan "Model GBHN"









GBHN dan Penguatan Politik Hukum Agraria Indonesia

















Amandemen Undang­Undang Dasar 1945 di Indonesia
Dikaitkan dengan Pembangunan Demokrasi Nasional





















Formulasi Garis Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan

























Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Politik Hukum

















Haluan Negara dalam Kebijakan mengenai Media Baru




















